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dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, ZF Mei2025

Yang membuat pernyataan

)\
2 . »
. | METE
7

SAGFF
OABFFAMX162503114

NURLIA
12120723825



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
AL

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

ABSTRAK

urlia (2025): “Pelaksanaan Penertiban terhadap Waria berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Ketertiban Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti”.

N MIwexio ey @

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun
26119 tentang Ketertiban Umum pada bab V1 pasal 19 menyebutkan bahwa Setiap
ogéng dilarang berlaku sebagai waria yang melakukan kegiatan menggangu
ketertiban dengan berkeliaran ditempat umum seperti taman, jalan dan fasilitas
umum lainnya serta melakukan kegiatan pelacuran. Namun fakta dilapangan
digemukan bahwa masih banyak waria berkeliaran di kota selatpanjang. Masalah
dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penertiban terhadap waria
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 dan apa kendala dalam
menerapkannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan
penertiban terhadap waria dan mengetahui kendalanya ditinjau dari Peraturan
Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketertiban Umum.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu penelitian
hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan
data dengan cara observasi, wawancara, angket dan studi kepustakaan. Penelitian
ini dilakukan di daerah kawasan Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti
dengan instansi pemerintah terkait yaitu Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa
Pelaksanaan Penertiban terhadap waria berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5
tahun 2019 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak
berjalan optimal. Hal ini dikarenakan adanya stigma dan diskriminasi, kurangnya
pendekatan persuasif dan edukasi, keterbatasan kapasitas aparat penegak perda,
kétiadaan regulasi pendukung dan alternatif solusi, tantangan koordinasi antar
instansi. Untuk itu upayanya yang dilakukan adalah melakukan koordinasi
fungsional antar instansi, melakukan penertiban terhadap waria, melakukan
sesialisasi kepada waria, melakukan pendataan terhadap waria dan meningkatkan
p§ngawasan dengan melakukan pemantauan langsung dilapangan.

@ta Kunci: Pelaksanaan, Penertiban, Waria, Ketertiban Umum,

nerny wisey] jrreAg uejng jo



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
AL

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha
yayang yang memberikan kesehatan dan waktu bagi penulis untuk menyusun

ipsi ini, tanpa keridhaan-Nya skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan.

Shalawat dan salam kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW

s NIN H|1ugeidio yeH ©

ena berkat perjuangan beliaulah ajaran islam dikembangkan dan dapat

dirasakan hingga sekarang ini.

nelyge

Skripsi ini  berjudul “Pelaksanaan Penertiban terhadap Waria
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban
Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti”. Dalam penulisan ini penulis
mendapati beberapa tantangan dan rintangan karena terbatasnya sarana dan
prasarana serta ilmu dalam kepenulisan. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua
pihak, skrispi ini tidaka kan selesai sebagaimaan seharusnya. Oleh karena itu

9p]
p,é:nulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
(¢

—

1% Ayahanda Auzar, ibunda Asiah, adinda M. Fahri serta keluarga besar, yang
“telah memberikan bantuan baik berbentuk uang, pikiran, waktu maupun
“tenaga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas

- Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

AJISIdATU) dTUX

N
Jo

- Bapak Prof. Dr. Khairunnas M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau dan seluruh jajaran civitas akademika Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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memberikan arahan, petunjuk bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

e
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Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum khususnya dan seluruh
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"Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau umumnya, yang
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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Peraturan Daerah ialah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk
olen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala

Daerah. Hal ini dijelaskan dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

¥ exsng Nin¥IFw eidioyeq o

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa materi

nel

muatan Peraturan Daerah (Perda) ialah segala materi dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung
kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. Materi muatan dalam Perda mengarahkan
terhadap peran pemerintah daerah otonom yang terkait.

Peran dalam artian merupakan aspek dinamis dari suatu pekerjaan atau
jabatan. Kozier mendefinisikan peran sebagai kumpulan perilaku yang

diharapkan orang lain dari seseorang berdasarkan posisinya. Peran

dTUIR[S] 3}B)S

" dipengaruhi oleh peristiwa sosial eksternal dan internal dan agak stabil. Peran
adalah pola prilaku yang diharapkan orang dalam situasi sosial tertentu. Peran
adalah deskripsi sosial dari kepribadian seseorang. Ketika peran dikaitkan
dengan orang lain, dalam masyarakat politik dan sosial, peran tersebut
menjadi penting. Peran adalah hasil dari posisi dan kemampuan seseorang

untuk melaksanakan hak dan kewajiban.!Soerjono Soekanto menganggap

! Estiawan, Imawan, et., al, Peran Sekretariat DPRD Dalam Memperkuat Fungsi
Legislasi DPRD, Jawa Tengah: Nem, 2024. h.5
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peran sebagai elemen dinamis kedudukan (status), dan jika seseorang
. melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia

menjalankan peranan. Dari pengertian ini, menyimpulkan bahwa peran adalah

w eydioyeH o

— suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.” Jabatan

n

— yang dimaksud adalah jabatan dalam pemerintahan.
Pemerintah pada umumnya selalu menghadapi masalah dalam

kehidupan masyarakat, salah satunya adalah permasalahan yang terdapat di

d B)YSNS N

- pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti berupa kasus LGBT (waria). Di

nel

Indonesia, fenomena LGBT terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama
dikenal sebagai LGBT, dan mencakup “penyakit" gangguan jiwa atau
penyimpangan orientasi seksual yang melekat pada individu. Faktor biologis
dan sosiologis adalah penyebab penyakit tersebut, dan mereka dapat menyebar
ke orang lain.

Pada tingkat entitas ini, LGBT terbagi menjadi dua identitas: yang
pertama menutup identitasnya sebagai LGBT sehingga tidak ada orang lain

yang tahu. Identitas kedua adalah mereka yang berani menunjukkan diri

] dTure|sy 2jelg

(membuka identitasnya) kepada orang lain dan mengharapkan bantuan orang

JATU

“lain (di luar dirinya) untuk membantunya pulih. Kategori yang kedua, entitas

* LGBT adalah komunitas, kelompok, atau organisasi LGBT. Kelompok ini

KIS

memiliki tujuan, misi, dan aktivitas khusus untuk gerakan mereka. Sekarang,

masyarakat Indonesia sedang berdebat tentang legalisasi gerakan LGBT.

? Soerjono Soekanto, Teori Peranan , Jakarta : Bumi Aksara, 2002. h. 243
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LGBT menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Hal ini
. menyebabkan ketidaknyamanan dan mengganggu ketertiban dan ketentraman

umum. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat penting untuk dapat

1w eydio yeH o

- menghentikan LGBT (waria). Tidak ada undang-undang Indonesia yang
mengatur LGBT, kecuali di Provinsi Aceh, yang menerapkan Qanun Jinayat.
Sebagaimana dinyatakan oleh Snouk Hargronje dalam Achehnese bahwa

terdapat kesenian Reteb Sadati yang menampilkan orientasi seksual sesama

d BIYSNS NIN X

- jenis di Aceh pada abad ke-20.

nel

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 292
menyatakan bahwa:

“orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain
sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum
dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 414 yaitu:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang
berbeda atau sama jenis kelaminnya:
a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori I11:
b. secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau
c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
*(2) Setiap orang dengan kekerasana atau ancaman kekerasan memaksa orang
lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.’

* Safrudin Aziz, Pendidikan seks perspektif terapi sufistik bagi LGBT, Kendal: Ernest
2017. h.5

. * Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 292

® Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Pasal 414
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang
. Pornografi Pasal 4 yaitu:

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak,
menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,
menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan
pornografi yang secara eksplisit memuat:

persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

kekerasan seksual;

masturbasi dan onani;

ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

alat kelamin; atau

pornografi anak.®

neiry exsng NN Y!Iw ejdio ey @
o o0 T

LGBT (waria) dilakukan bukan hanya oleh orang-orang ateis yang
menentang Tuhan dan hari kebangkitan, tetapi juga oleh orang-orang yang
beragama yang meyakini adanya tuhan dan alam akhirat. Ini disebabkan
peradaban manusia pada era ini telah jauh mengarah ke materialisme,
meninggalkan agama dan nilai spiritual. Pada masyarakat telah tersebar
berbagai penyakit masyarakat yang membangkitkan syahwat dan naluri-naluri
hewaniah.” Dalam hal ini Pasal 28 E dan Pasal 28 | Undang-Undang Dasar

1945 menjelaskan terkait waria.

TUIe[s| 3jejs

. Pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945 ayat (3) yaitu:

“setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan,
memilih tgmpat tinggal wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak
kembali.”

Pasal 28 | Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) yaitu:

“setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. "9

® Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4

’ Murtadha Mutahahri, Manusia dan Agama, Bandung: Mizan, 1984. h. 58
® UUD 1945, Pasal 28 E

? Ibid, Pasal 28 |
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LGBT dalam perspektif Indonesia dianggap sebagai salah satu
penyelewengan dalam bernegara. Hal ini ditegaskan pula dalam Undang-

~Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 70 yang menyatakan sebagai berikut :

NIIw e3dio yeH o

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
< tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan
< maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan
(Cf’ kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
o pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
= masyarakat demokratis ”.*°

Py
g Dan Pasal 73 Undang-Undang HAM yang menyatakan:

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya
dapat dibatasi olen dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk
menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta

kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan

511
bangsa”.

Berdasarkan pasal 70 dan 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia tersebut memang benar, setiap manusia
mempunyai kebebasan masing—masing, tetapi jika ditelaah lebih dalam bahwa

kebebasan yang dimiliki berbanding lurus dengan batasan yang harus dipenuhi

BIST 33e}S

E_ pula, seperti apakah melanggar agama, kesusilaan, kepentingan umum, hingga

D

G keutuhan bangsa.
Sebagaimana menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
pada amendemen |1 sudah secara tegas memasukkan hak atas rasa aman ini di
Pasal 28A-281. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

39 Tahun 1999 tentang HAM, vaitu:

'® Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 70
" Ibid, Pasal 73
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"Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan

terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.*?

' YeH @

Kemudian, terdapat dalam Pasal 35 tentang HAM, yaitu:

1w e}c

"Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan
= kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram yang menghormati, melindungi,
C dan melaksakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia
= sebagaimana diatur dalam undang-undang ini."*?

Untuk itu, dengan banyaknya yang memperbincangkan mengenai

status waria ini mengarahkan pada satu kesimpulan, masyarakat Indonesia

nery eysn

merasa keamanan dan ketertibannya terganggu. Sebagaimana yang dialami
olen masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten Kepulauan
Meranti adalah salah satu Kabupaten termuda di Provinsi Riau, Indonesia,
dengan ibu kotanya Selatpanjang. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari
sembilan Kecamatan yaitu, Kecamatan Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat,
Rangsang, Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, Pulau Merbau, Merbau, Tasik
Putri Puyu, dan Tebing Tinggi Timur."

Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap kelompok waria

yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti banyak ditemui di AKA

Iun dJTuwre|sy 23jelg

Meranti Hotel dan AKA Meranti Ktv di JI. Terubuk, New Furama Hotel di JI.

ISIOA

_Panjaitan, Grand Meranti Hotel dan Paragon Ktv Meranti di JI. Kartini. Waria
banyak ditemui ditempat tersebut dengan berpakaian dan berprilaku
menyalahi aturan Perundang-Undangan. Dari kasus diatas, hal ini tentu

menganggu kenyamanan masyarakat dan melanggar Perda Kabupaten

2 Opcit, Pasal 30

"3 Ibid, Pasal 35

' Sejarah Data: Dokumentasi diambil dari Arsip di Kantor BAPPEDA Kabupaten
Kepulauan Meranti, 20 Februari 2017.

nery wisey juefg uejng jo A3



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
AL

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

©

g Kepulauan Meranti No 5 tahun 2019 tentang Ketertiban Umum tepatnya pada
-

€ bab VI pasal 19 yang berbunyi:

“ setiap orang dilarang berlaku sebagai waria yang melakukan
— kegiatan mengganggu ketertiban dengan berkeliaran ditempat-tempat umum
= seperti taman, jalan dan fasilitas umum lainnya serta melakukan kegiatan
— pelacuran.”

w eyd

CCD Waria yang dimaksudkan disini dijelaskan pasal 1 ayat 28 yang berbunyi:

Bys

“ waria atau banci adalah lelaki yang lebih suka berperan sebagai
- perempuan dalam kehidupan sehari-hari yang melakukan aktifitas atau
o perilaku negatif sebagai PSK. "*°

Dari pasal tersebut jelas bahwa kegiatan kelompok waria diatas
merupakan perilaku menyimpang yang bertentangan dan harus ditindaklanjuti
oleh Satpol PP berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti
Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Koordinasi, Tugas Pokok
dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

¥ Kebakaran Kabupaten Kepulauan Meranti Pasal 4 terkait tugas Satpol PP

yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

Turej|sjy 23je

_kewenangan daerah dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan
Perlindungan masyarakat dalam hal ini terkait permasalahan terhadap waria di
Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari penjelasan diatas penulis tertarik dan
untuk membahas dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul *“ Pelaksanaan
Penertiban terhadap Waria berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2019 Tentang Ketertiban di Kabupaten Kepulauan Meranti ™.

' Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum.
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©

B;F Batasan Masalah

-

2 Agar penelitian ini lebih terarah peneliti membatasi penelitian ini
@)

@ terhadap pelaksanaan penertiban terhadap waria berdasarkan Peraturan Nomor
=

— 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti,
=

€ Kota Selatpanjang.

Z

9

C- Rumusan Masalah

w

-~

w Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditetapkan, maka
Py

g pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Penertiban terhadap Waria berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten
Kepulauan Meranti?

2. Apa kendala dalam Pelaksanaan Penertiban terhadap waria di Kabupaten
Kepulauan Meranti?

L
D2 Tujuan dan Manfaat Penelitian
(¢

1E Tujuan Penelitian
po¥]

E- Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penertiban terhadap waria berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum di
Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Untuk mengetahui kendala dalam Pelaksanaan penertiban terhadap waria

di Kabupaten Kepulauan Meranti.
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©
oL

-
© a. Secara Teoritis

Manfaat Penelitian

1. Sebagai tambahan referensi tentang peran Satpol PP Kabupaten
Kepulauan Meranti.

2. Sebagai pengembangan ilmu dan pemahaman terhadap waria.

3. Sebagai bahan pembelajaran dan bacaan dalam undang-undang terkait

kasus waria di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Y e)sng Nin Ay!lw eyd

*b. Secara Praktis

nel

1. Menambah wawasan keilmuan dalam hal mengenai penertiban terkait
dengan kelompok waria yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten
Kepulauan Meranti.

2. Untuk menambah wawasan bagi masyarakat dalam hal menangani
perilaku yang dilakukan sekelompok waria di Kabupaten Kepulauan

Meranti.
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nery exsns NIN Y!1w?1dio yeH o

BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teori

1. Teori Ketertiban Umum

Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah, dalam bahasa
prancis “orde publik”, dalam bahasa jerman~"vorbehhaltklausel”, dan
dinegara-negara dengan sistem common law disebut public policy dan
Negara civil law disebut public order. Istilah policy dipergunakan untuk
menunjukkan pengaruh yang besar dari faktor-faktor politik, dalam hal
menentukan ada tidaknya ketertiban umum. Ketertiban umum memegang
peranan penting, dalam arti setiap sistem hukum Negara memerlukan
ancaman atau ‘“rem darurat” yang disebut dengan istilah Kketertiban
umum.*®

Ketertiban umum (public order), setidaknya secara teoritis,
dianggap sebagai ambang batas tertinggi bagi pilihan hukum, walau belum
ada kesepakatan atau pengertian yang pasti dan mengikat, tetapi ketertiban
umum mengacu pada nilai-nilai dasar yang dipegang teguh yang harus
dilaksanakan tanpa pengecualian.!” Istilah Public Order Theory secara
spesifik tidak digunakan oleh John Rawls dalam karya-karyanya. Namun,
jika yang dimaksud adalah bagaimana John Rawls memikirkan ketertiban

umum (public order) dalam kerangka teori keadilannya maka dapat
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'® Dayat Limbong. Penataan Lahan PK-5 Ketertiban vs Kelangsungan Hidup,

Jakarta: Pustaka Bangsa Pres,2016. h. 113

' Priskila Pratita. Menguak Tabir Pilihan Hukum dalam Kontak Komersial

Internasional di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2024. h.66
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dipahami sebagai pendekatan Rawls terhadap ketertiban umum melalui
beberapa kunci dalam filsafat politiknya. Public order menurut John
Rawls bukan hanya sekedar absennya kekacauan, tapi adanya stabilitas
yang adil dan dapat diterima oleh akal publik yang muncul melalui
consensus rasional atau prinsip-prinsip keadilan dan bergantung pada
instusi yang adil dan menggunakan alasan publik dalam mengambil
keputusan.

Ketertiban umum dalam penafsiran sempit yakni ketertiban yang
hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku. Ketertiban umum
dalam penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban
umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai
dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat.*®

Ketertiban umum adalah prinsip mendasar dalam menjaga
kehidupan berdampingan yang damai dan berfungsi dalam masyarakat.
Pemahaman tentang bagaimana norma-norma sosial, hukum dan etika
saling berinteraksi untuk membentuk kerangka kerja yang memastikan
keseimbangan antara hak-hak individu dengan kepentingan bersama
sangatlah penting. Upaya menjaga ketertiban umum merupakan tanggung
jawab pemerintah, otoritas, dan masyarakat secara
keseluruhan. *° Penyelenggaraan ketertiban umum dimaksudkan untuk
mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman,

bersih dan indah sehingga diperlukan adanya pengaturan bidang ketertiban
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¥ M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. h. 56
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Pendekatan Bibliometrik” dalam Jurnal Tatampong, Vol.5., No.1., (2023), h. 83
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umum yang mampu melindungi warga masyarakat, sarana dan prasarana.
Bukan suatu kebetulan jika kebijakan-kebijakan Negara sejahtera
dikembangkan dalam demokrasi karena pada dasarnya itu merupakan
kebijakan yang menarik masyarakat.?

Teori Hak Asasi Manusia

Sebelum membicarakan HAM maka terlebih dahulu akan
dipaparkan tentang hak. Hak adalah sesuatu yang harus diterima, dimiliki
atau diperoleh oleh setiap manusia.terdapat beberapa terminologi yang

biasanya dipergunakan dalam tradisi akademik tentang sebutan HAM.

Berkenaan dengan hal tersebut, Djoko Prakoso dan Djaman Andhi
Nirwanto, mengemukakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara, sehari-hari kita sering mendengar istilah *“ Hak-Hak Asasi” atau
biasa disebut dengan istilah human rights, natural rights, basic and
indubitable freedoms, fundamental rights, civil rights dan lain-lain. Prof.
A. Mansyur Effendy menyatakan bahwa selama ini hak asasi manusia
sering juga disebut hak kodrat, hak dasar manusia, hal mutlak atau dalam
bahasa belanda disebut grond rechten, mense rechten, dan rechten van

mens.

Hak asasi manusia dapat dilihat sebagai sebuah identitas yang

membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka sudah sepantasnya
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*® K C Wheare. Konstitusi-konstitusi Modern ( modern constitutions), Bandung:

Nusa Media,2019. h. 114
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hak asasi manusia diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit,

jenis kelamin, usia, latar belakang, kultural dan agama.

Jimly Asshidiggie menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah
hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada
manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia sebagai manusia
yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan,
penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya
yang menyebabkan manusia tidak dapat hidup secara layak sebagai

manusia.?

Gagasan mengenai hak asasi manusia ini muncul bersamaan
dengan konsep hak kodrati (natural rights theory) berbekal dengan
pemikiran hukum kodrati Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan yang
dilanjutkan pada masa Renaisans, John Locke melalui pemikiran tentang
hukum kodrati hingga terjadinya revolusi Inggris, Amerika Serikat dan

Prancis pada abad 17 dan 18.%

Pemikiran mengenai hukum kodrati berakar dari kekuatan
konsevatif yang ingin melindungi properti-properti yang merupakan
simbol dari adanya tata kehidupan yang pendekatannya berpijak dari
pandangan teologis dan sekuler yang melihat bahwa hukum yang ada
adalah perwujudan atau merupakan fenomena dari tatanan hukum yang

lebih tinggi dan seharusnya ditaati. Motif tersebut diakui sebagai hak
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! Jimly Asshidiqgie. Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Jakarta:

Mahkamah Konstitusi Press, 2025, h. 243

h.

12

> Rhona K M Smith. Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Pusham UlI, 2008,



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
AL

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

nely e)sns NiN !jiw ejdio yeH o

14

fundamental dari setiap individu dalam hidupnya, namun dibalik sifat
konservatif gagasan hukum kodrati tadi, mengandung motif yang
revolusioner, hal ini terbukti ketika pemikiran hukum kodrati tentang
kesetaraan manusia terkandung dalam dokumen hukum yang terhimpundi
Amerika dan Prancis yang bertujuan untuk melindungi hak asasi

manusia.?®

Meskipun beberapa pakar menyatakan konsep hak asasi manusia
secara sederhana sampai ke filsafat stoika di zaman kuno lewat
yurisprudensi hukum kodrati (natural law) Grotius dan ius naturale dari
undang-undang romawi. Tampak jelas bahwa asal usul konsep hak asasi
manusia yang modern dapat dijumpai dalam revolusi Inggris, Amerika

Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18.%

Teori hak asasi manusia merupakan doktrin-doktrin hukum alam
awal berkaitan dengan pemikiran tentang hak alam sehingga
perkembangan doktrin mengenai hukum alam ini adalah karena
kecendrungan untuk berpikir spekulatif serta persepsi intelektual untuk
menyadari adanya tragedi kehidupan manusia serta konflik-konflik dalam
kehidupan dunia ini. Menurut ajaran ini bahwa hukum berlaku universal
dan abadi yang bersumber kepada tuhan (irrasional) dan akal (rasio)
manusia. Menurut Friedman yang dikutip oleh Lili Rasjidi, bahwa sejarah

tentang hukum alam merupakan sejarah umat dalam usahanya untuk
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menemukan apa yang dinamakan keadilan yang mutlak (absolute

justice).?®

Ide-ide hak asasi manusia yang dibuat pada masa itu masih
dipahami sebagai hak-hak alam (natural rights) merupakan suatu
kebutuhan dan realitas sosial yang bersifat umum, kemudian mengalami
berbagai perubahan sejalan dengan adanya perubahan-perubahan yang
terjadi dalam keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek dalam masyarakat
yang merupakan suatu tahapan yang berkembang semenjak abad ke-13
hingga masa perdamaian Westphalia (1648), dan selama masa bangkit
kembali (renaisans) serta kemunduran (feodalisme). Dalam periode ini
tampak kegagalan dari para pengusaha untuk memenuhi kewajibannya
berdasarkan hukum alam. Pergeseran hukum alam sebagai kewajiban

menjadi hak-hak yang sedang dibuat.?

Dalam hal ini Mahfud MD menjelaskan bahwa konsep hak asasi
manusia yang muncul dan berkembang di Eropa Barat sejak jaman
pertengahan sebenarnya tumbuh bersamaan dengan munculnya paham
kebangsaan yang melahirkan Negara-negara modern dan sekuler. Gagasan
ini dimunculkan sebagai alternative perombakan atas sistem politik dan

ketatanegaraan yang sentralistik , dimana kekuasaan Negara terletak
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ditangan penguasa secara absolut.>’ Hal ini tentu belum sejalan dengan hak

asasi manusia.

Hak asasi manusia sebagai anugrah tuhan yang maha esa, biasa
dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia
sebagai karunia pemberian tuhan kepada insan manusia dalam menopang
dan mempertahankan hidup dan perikehidupannya di muka bumi. DF
Scheltens mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh setiap
manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. Karenanya
HAM harus dibedakan dari hak dasar, dimana HAM berasal dari kata

2

“Mensen Rechten” sedangkan hak dasar berasal dari kata “Grond

Rechten ”.

Pengertian HAM yang diutarakan diatas, lebih menitik beratkan
pada perspektif asal muasal HAM, belum menyentuh secara substansial
yang dapat dijadikan pegangan normatif atau secara yuridis dari pengertian
HAM itu sendiri. Oleh karena itu dilihat dari Pasal 1 Butir 1 UU no. 39
Tahun 1999 tentang HAM, memberikan pengertian Ham sebagai
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara,

hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan
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harkat dan martabat manusia. ® HAM merupakan hak yang melekat
dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai

bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia.”®

Hubungan Hak Asasi Manusia dengan waria adalah bagian penting
dari cakupan terkait kesetaraan, non diskriminasi, dan perlindungan hak
individu dalam masyarakat yang beragam. Hal ini dapat dilihat pada
prinsip HAM dimana Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada
setiap individu sejak lahir tanpa memandang ras, agama, etnis, jenis
kelamin, orientasi seksual dan identitas gender. Waria sebagai bagian dari
kelompok dengan identitas gender non-normatif, berhak atas perlindungan
dan pemenuhan HAM seperti orang lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 E

dan Pasal 28 | yang berbunyi:

“setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya, memilih  pendidikan dan  pengajaran,  memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal wilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali. 3

Pasal 28 | Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) yaitu:

"setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. "

Berdasarkan pasal diatas jelas bahwa waria mempunyai hak atas diri

sendiri dan berhak untuk mendapatkan perlakuan tidak diskriminatif dari

individu lain. Terkait hak yang seharusnya didapatkan oleh waria namun
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sering kali tidak dilindungi adalah hak atas identitas diri dan ekspresi gender,
.hak kebebasan dari diskriminasi dan kekerasan, hak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak, hak atas pelayanann kesehatan tanpa stigma, hak

w eydioyeH o

— untuk diakui secara hukum dan hak atas keamanan dan perlindungan hukum.

b

< Namun perlu diingat bahwa selanjutnya dijelaskan dalam Undang-Undang
Z

(Cf’ Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 70 yang menyatakan sebagai berikut :

Bys

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
- tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan
o Maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan
< kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, keamanan, dan Kketertiban umum dalam suatu

masyarakat demokratis .

Dan Pasal 73 Undang-Undang HAM yang menyatakan:

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya
dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk
menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta
kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan

bangsa”. 33

Berdasarkan pasal tersebut memang benar, setiap manusia mempunyai

kebebasan masing—masing, tetapi jika ditelaah lebih dalam bahwa kebebasan

] dTure|sy 2jelg

'yang dimiliki berbanding lurus dengan batasan yang harus dipenuhi pula,

ATU

“karena selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 30 dan 35 Undang-Undang

JISId

: Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu:

"Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan

terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.*

}ng jo &

Kemudian, terdapat dalam Pasal 35 tentang HAM, yaitu:

*2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 70
* Ibid, Pasal 73
** Opcit, Pasal 30
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EH ®

"Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan
= kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram yang menghormati, melindungi,
©_dan melaksakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia
C sebagaimana diatur dalam undang-undang ini."®

d

Berdasarkan ayat tersebut, terlihat bahwa perilaku waria berbanding

lurus dengan ham yang memberi pengertian bahwa waria berhak atas hak dan

NIN Xltw e

¢, Kebebasan namun perlu diingat kembali bahwa dalam peraturan perundang-

n

% undangan adanya hak yang dibatasi oleh negara terhadap individu yang
4]
A dianggap sekiranya menganggu ketertiban umum dimasyarakat karena perihal
j4Y]
< tersebut. Hubungan HAM dan waria adalah ia yang tidak dapat dipisahkan

karena melekatnya Hak pada diri setiap individu.

B. Penelitian Terdahulu
Keberadaan penelitian terdahulu merupakan adanya sangkut paut
dengan penelitian yan akan dilakukan penulis. Berikut penelitian terdahulu

yang ada sangkut pautnya dengan tujuan agar menghindari manipulasi.

1. Nurmala Sari Dena, 2019, “ Peran Pemerintah Kota Pariaman dalam
Memberantas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam
Pespektif Figih Siyasah”. Penelitian ini membahas peran pemerintah
terkait tentang kasus LGBT yang terjadi di Kota Pariaman lalu ditinjau
berdasarkan perspektif Figih siyasah. Persamaan penelitian terdahulu dan
penelitian penulis terletak pada bagaimana peran pemerintah kota terhadap
kasus LGBT sedangkan perbedaanya terletak pada kota dan perspektif

yang diteliti. Penelitian terdahulu terjadi di kota pariaman dan membahas

% |bid, Pasal 35
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tentang bagaimana perspektif figih siyasah terhadap kasus tersebut.
Sedangkan, pada penelitian penulis terletak di kota selatpanjang dan
membahas terkait perspektif hukum Indonesia terhadap kasus LGBT.*®
Novi Verawati, 2019, “ Pandangan Mahasiswa Terhadap Konsep Hak
Asasi Manusia Untuk LGBT “. Penelitian ini membahas terkait bagaimana
pandangan mahasiswa terhadap Hak Asasi Manusia bagi pelaku LGBT.
Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada
konsep Ham tentang LGBT. Sedangkan perbedaannya terletak pada jika
penelitian terdahulu membahas tentang pandangan mahasiswa IAIN Metro
terhadap HAM bagi LGBT dalam Pandangan Islam. Sedangkan penelitian
penulis membahas tentang peran pemerintah kabupaten kepulauan meranti
terhadap kasus LGBT berdasarkan perspektif hukum.*’

Khudriah, 2021,” Orientasi Seksual (LGBT) Lesbian, Gay, Biseksual dan
Transgender Dalam Al-Quran Pendekatan Al-Magasidi”. Penelitian ini
membahas bagaimana penjelasan al-quran terhadap LGBT dengan
melakukan pendekatan Al-Magasidi. Persamaan penelitian terdahulu dan
penelitian penulis terletak pada kasus LGBT yang dillakukan oleh sesama
jenis yakni antara laki-laki dan laki-laki yang dalam status LGBT disebut
Gay. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada perspektif yang
diteliti. Pada penelitian terdahulu penulis menggunakan perspektif al-

magasidi sebagai kajian terkait kasus LGBT. Sedangkan pada penelitian

nerny wisey jureAdq uejng jo A}JIsIaATuU) dTUIR]S] 3)81S

*® Nurmala Sari Dena,” Peran Pemerintah Kota Pariaman Dalam Memberantas
Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Figih Siyasah”
(Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019)

*’Novi Verawati,” Pandangan Mahasiswa Terhadap Konsep Hak Asasi Manusia
Untuk LGBT” (Lampung : IAIN Metro, 2019)
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*® Khudriah, “ Orientasi Seksual (LGBT) Lesbian, Gay, Biseksual,
Transgender Dalam Al-Quran Pendekatan Al-Magqasidi” ( Jakarta
Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2021)

ini penulis menggunakan perspektif hukum Indonesia sebagai kajian

terkait kasus LGBT,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

U.\/I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u__._ 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

;'
Mf hm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
lh_\_n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ORSOER XAl 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian hukum empiris.
Penelitian hukum empiris (empirical law research) disebut juga penelitian
hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang

dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial

¥ e)sng Ninw?idio yeH o

“yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup

nel

bermasyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis
penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam

masyarakat.*®

B. Pendekatan Penelitian
Pada penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian
kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh

melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Menurut Denin

TUIe[s| 3jejs

dan Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian

un 2

yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang
.terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. *°
Pendekatan Dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual .
Pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

* Wiwik Sri, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum ( Yogyakarta: Publika Global
Media, 2024 ) him.37
*° Albi anggito, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: Jejak, 2018) him 7-9.

22
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Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu
hukum, peneliti menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian

hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu

-yang dihadapi berkaitan dengan Peraturan Daerah, khususnya peran dan

fungsi satpol pp dalam menaggulangi waria di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut
merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi

hukum dalam memecahkan isu yang dikaji.

Lokasi Penelitian

Penelitian yuridis sosiologis/empiris ini dilakukan dengan cara
mengkaji hukum di lapangan. Adapun lokasi Penelitian ini terletak di
Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau (Satpol PP). Penelitian ini perlu
dilakukan untuk melihat bagaimana peran Satpol PP terkait waria di

Kabupaten Kepulauan Meranti.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja
(SATPOL PP), waria dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.
Sedangkan objek penelitian ini adalah Pelaksanaan penertiban terhadap waria
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban

Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti.
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Populasi adalah sekelompok orang (lembaga, peristiwa, atau subjek studi

©
E;F Populasi dan Sampel
-
e
@)
© lainnya) yang ingin dideskripsikan atau digeneralisasikan.* Sampel adalah
=

- bagian terpilih dari populasi yang dipilih melalui beberapa proses dengan
=
Etujuan menyelidiki atau mempelajari sifat-sifat tertentu dari populasi induk.
Z

(Cf’ Populasi dalam penelitian ini berjumlah 39.035 orang masyarakat
w
> Selatpanjang, Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 57 orang yang di ambil

Py
o secara Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik yang disengaja

(=
oleh peneliti dari seorang informan berdasarkan kualitas yang dimilki

informan.
Tabel 1.2 Populasi dan Sampel
No. Responden Populasi | Sampel Keterangan
. Kasatpol PP Kab.Kep
' Meranti 1 1 Wawancara
Kasi Trantibum Kab.
2. 1 1 Wawancara

Kep. Meranti

Kabid Operasi dan

3. Penegakan Perda Kab.
) 1 1 Wawancara
Kep. Meranti

4. Waria
32 4 Wawancara

Masyarakat Kota

Selatpanjang 39.000 50 Angket
Sumber: Data lapangan Kab. Kep. Meranti 19 Februari 2025

* Ketut Swarjana, Populasi-Sampel Teknik Sampling dan Bias dalam Penelitian
( Yogyakarta: ANDI, 2022 ) him.4
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Sumber Data

Data adalah kumpulan kalimat atau angka yang berisi informasi yang
dapat bermanfaat bagi penggunaannya. * Data yang diperlukan dalam
- penelitian dapat dikumpulkan melalui berbagai sumber. Berkaitan dengan
permasalahan dan pendekatan yang digunakan, maka pada penelitian ini

menggunakan tiga sumber data yaitu:

1. Data Primer

neiy e)sns NiN !jiw ejdio yeH o

Data Primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber
aslinya.** Mengikat semua warga yang berlaku secara umum dan dibuat
oleh lembaga yang berwenang. Dalam penelitian ini sumber data primer
adalah data yang diperoleh dengan wawancara langsung ke Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak
langsung guna menjelaskan data primer. Data sekunder seperti: buku-
buku, jurnal, artikel, ensiklopedia hukum. Selain itu data sekunder juga
bisa berasal dari media online yaitu situs resmi Kota Selatpanjang maupun

Stasiun Penyiaran.

*> Novia Ruth, Manajemen Sumber Daya Manusia, ( Bandung : Widiana , 2021 )
him.17

* Rahmi Ramadhani, Statistika Penelitian Pendidikan, ( Jakarta : Kencana,
2021 ) him.19
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3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang membantu memahami dan
menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti situs resmi

Kabupaten Kepulauan Meranti maupun stasiun penyiaran.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Observasi, ialah aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu
secara cermat di lokasi penelitian tersebut.

Wawancara, adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara
berkomunikasi secara interpersonal yang merupakan bentuk komunikasi
langsung tanpa perantara media antar individu.

Angket (Kuesioner) adalah metode pengumpulan data yang memberikan
pertanyaan atau yang disusun secara sistematis untuk diisi dan direspon
oleh responden.**

Studi Kepustakaan, ialah dimana peneliti meninjau literatur terkait
undang-undang, buku-buku, jurnal, media massa, internet serta literature
lain yang sesuai dengan pembahasan penelitian guna menjawab
pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian. Studi Pustaka adalah
memanfaatkan  sumber  kepustakaan  untuk  memperolen  data

penelitiannya.*

nery wisey JijeAg uejng jo A}JISIaATU() DTWIR]S] 3)B1S

* Akbar Iskandar, Dasar Metode Penelitian ( Makassar: Cendikiawan Inovasi

Digital Indonesia, 2023 )hIm.49.

* Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan , ( Jakarta : Obor, 2014 ) him.1
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Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah data

|.46

terkumpul.™ Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis

w ejdio ey @

— secara deskriptif. Analisis deskriptif adalah jenis analisis data yang telah
=

= diperoleh dan disusun secara sistematis. Selanjutnya dianalisis dan diuraikan
Z

(Cf’secara deskriptif  kualitatif. Adapun analisis data menggunakan metode
w
= Sebagai berikut:

Py
g 1) Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang

ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan

kemudian di analisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
2) Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh

kesimpulan secara umum.

w
=

Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah
yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa

sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

*® Jogiyanto Hartono, Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data, ( Yogyakarta
: ANDI, 2024 ) him. 49
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BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan penertiban terhadap waria di Kabupaten Kepulauan Meranti

dilakukan dalam rangka menjaga ketertiban umum, ketenangan, dan
kenyamanan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No.
5 Tahun 2019. Meskipun Perda tersebut tidak secara spesifik menyebut
kelompok waria, beberapa ketentuan umum sering dijadikan dasar oleh
aparat untuk menertibkan aktivitas yang dinilai menimbulkan gangguan,
moral, atau ketertiban lingkungan. Untuk itu dalam hal penertiban ini
Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) berperan penting guna
menanggulangi kegiatan pelaku waria di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasatpol PP dan anggota lainnya,
ada beberapa langkah yang diambil Satpol PP dalam menangani waria
diantaranya adalah: inventarisasi dan pemantauan lokasi, penerimaan
laporan masyarakat, Sosialisasi dan pendekatan persuasif, operasi
penertiban lapangan, Koordinasi dengan instansi terkait dan evaluasi dan
tindak lanjut

Kendala dalam Pelaksanaan Penertiban terhadap Waria Berdasarkan Perda
No. 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kepulauan
Meranti dapat dapat dirumuskan dalam beberapa hal yaitu: Stigma dan

diskriminasi, Kurangnya pendekatan persuasif dan edukasi, keterbatasan

61
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kapasitas aparat penegak perda, ketiadaan regulasi pendukung dan

alternatif solusi dan tantangan koordinasi antar instansi

Saran

-1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yakni Aparat Penegak Perda

harus dilatih untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif,
bukan represif, guna menjaga ketertiban umum tanpa melanggar hak-hak
individu. Adanya penyusunan SOP yang jelas dan terstruktur agar
tindakan yang dilakukan tidak bersifat subjektif, sewenang-wenang, atau
multitafsir. Melakukan kolaborasi dengan Lembaga Sosial yang bergerak
di bidang HAM dan gender, guna memberikan pembinaan sosial yang
lebih komprehensif. Mengadakan sosialisasi yang lebih intensif agar
pemahaman terhadap aturan yang berlaku merata dan tidak menimbulkan
kesalahpahaman atau konflik sosial.

Bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti hendaknya memahami
Peraturan Daerah secara menyeluruh agar tidak salah menafsirkan maksud
dari ketentuan-ketentuan tentang ketertiban umum. Mendukung penertiban
secara positif serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang
aman dan damai.

Bagi pelaku waria hendaknya memahami dan mentaati aturan yang
berlaku dengan menyesuaikan perilaku diruang publik agar tidak
bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi menghindari
konflik atau tindakan penertiban dari aparat. Menjaga ketertiban dan

norma sosial di masyarakat dengan menjaga ketertiban umum,
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